KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PER
DAN SOSIAL KABUPATEN MALINAU,

a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas
serta berpedoman pada Standar Pelayariari maka perlu disusun
pengelolaan pengadaan;

b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu disusun suatu
mekanisme pengelolaan pengaduan dengan mengedepankan
asas mudah, responsif, akuntabel, berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

1. Undang-undarig Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3896)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayarian Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undwg Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuarigan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Z2 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757];

5. Peraturan Presiden Nomor 76° Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Pengadaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 191);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelnl«s
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan P
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nom
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